SALINAN

g W
BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan dalam rangka pengelolaan Dana Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan
Alokasi Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Nomor 112 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan,
Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018;

b. bahwa sesuai Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan,
Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi
Dana Desa Tahun 2018, surat perintah pencairan dana
atas pencairan SILTAP, Jaminan Kesehatan dan
Jaminan Ketenagakerjaan diterbitkan per kecamatan
setelah persyaratan terkumpul seluruh Desa dalam satu
kecamatan, namun dalam pelaksanaannya terdapat
kendala sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi
yang ada;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan
dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman = Pembangunan  Desa  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



Menetapkan

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi
Desa Dan Alokasi Dana Desa Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

9. Peraturan Daerah  Nomor 11  Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 65)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2015 Nomor 73);

11. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan
dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017
Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN,
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Bupati Nomor 112
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran,
Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi
Dana Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2017 Nomor 112) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:



Pasal 14

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(3) dan Pasal 13 ayat (3) disampaikan kepada SKPKD
dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan = pemerintahan  bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa paling lambat
tanggal S (lima) bulan berkenaan.

(2) Surat perintah pencairan dana atas pencairan SILTAP,
Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan
diterbitkan paling banyak 3 (tiga) tahap dalam 1 (satu)

bulan.
(3) Penerbitan surat perintah pencairan dana atas pencairan
SILTAP, Jaminan Kesehatan dan Jaminan

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk tahap kesatu paling sedikit 50% (lima puluh
perseratus) dari jumlah desa dalam satu kecamatan, dan
untuk tahap kedua dan tahap ketiga menyesuaikan
dengan jumlah desa yang belum mengajukan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam = Berita Daerah  Kabupaten
Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Mei 2018

Pjs. BUPATI SUMEDANG,

ttd
SUMARWAN HADISOEMARTO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SANUSI MAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001



